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ABSTRAK
Fadli M : TindakanPenyidikanPoldaJawa Barat TerhadapAkun Yang 
MemuatKontenPornografi Di Sosial Media DihubungkanDenganPasal 27 
Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 
TentangInformasi Dan TransaksiElektronik (ITE).

Perkembangan teknologi dalam masyarakat  mengakibatkan 
perubahan tatanan kehidupan dalam kehidupan dalam kehidupan sosial 
dan bermasyarakat. Ekses dari perkembangan teknologi tersebut tidak bisa 
dipungkiri memberi dampak positif bagi kehidupan manusia, namun disisi 
lain juga memberikan efek negatif yaitu dengan berkembangnya kejahatan 
maya atau lebih dikenal dengan istilah cyber crime. Cyber crime pada 
dasarnya merupakan jenis kejahatan konvensional yang dilakukan dengan 
menggunakan teknologi tertentu, yang dimana salah satu kejahatan 
konvensional kental ditemukan didunia maya adalah masalah pornografi. 
Kasus pornografi melalui media internet yaitu menggunakan media sosial, 
banyaknya akun di media sosial yang memuat konten pornografi membuat 
resah pengguna media sosial.

Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu, bagaimana 
tindakan Polda Jawa Barat terhadap akun yang memuat konten pornografi 
di sosial media, apa kendala Penyidik Polda Jawa Barat dalam melakukan 
penyidikan, serta upaya menghadapi kendala dan upaya penanggulangan 
Polda Jabar terhadap konten bermuatan pornografi di sosial media.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Mengetahui bagaimana 
tindakan penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang 
memuat konten pornografi di sosial media. Mengetahuikendala apa saja 
dalam penyidikan Polda Jawa Barat terhadap pemilik akun yang memuat 
konten pornografi di sosial media,seta mengetahui upayayang dilakukan 
oleh penyidik Polda Jawa Barat dalam mengatasi kendala dan 
upayadalampenanggulanganPolda Jawa Barat terhadap konten pornografi 
di sosial media.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan 
deskriptif analitis dengan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris. 
Data-data yang relevan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada data 
primer yang diperoleh melalui lansung dari sumber pertama yang berupa 
hasil wawancara dengan responden dan studi kepustakaan yang 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analisis.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalahSebelum 
melakukan penyidikan, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Penyidikan 
pada kasus pornografi di media sosial ini menggunakan tekhnologi 
komputer. Kendaladalammelakukanpenyidikandiantaranyaadalah kendala 
eksternal, berasal dari pengguna sosial media tersebut. Kendala 
internal,keterbatasan dana, kurangnya  sumberdaya manusia,kurangnya 
alat, dan kurangnya tenaga ahli IT. Upaya dalam menanggulangi 
kendaladengan menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, menambah 
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personel yang ahli dalam bidang teknologi, penambahan komputer sebagai 
alat untuk penyidikan, melakukan kerjasama dengan internet servise 
provider dan meratifikasi ketentuan internasional mengenai yuridiksi 
cyberporn.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, dengan sepenuh hati dan setulus hati seraya 

mengucap segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Mengasihi, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat kuasa dan ridho Allah SWT penulis 

akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
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Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 

TentangInformasi Dan TransaksiElektronik (ITE)”sebagai syarat 
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kosentrasi Hukum Pidana.
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merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. 

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pembelajaran dan pelatihan bagi 

mahasiswa/i Ilmu Hukum dan mereka yang merintis mencari jalan untuk 

ikut mengabdikan diri dalam dunia hukum yang patut dan tepat guna 

menciptakan keadilan. Dalam penulisan skripsi ini penulis masih merasa 
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jika terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya, karena manusia tidak 

lepas dari kesalahannya yang dapat belajar dari kesalahan tersebut.

Selanjutnya penulis haturkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat 
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dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Aamiin yaa Rabbal’alamin,sebagai rasa 

hormat dan syukur penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung.
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membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga 

akhirnya penulis mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. M. Irsan Nasution S.H, M.H Selaku pembimbing II sekaligus dosen 

Pembimbing Akademik penulis yang di 

tengahkesibukandanaktifitasnyatelah memberikan bimbingan dan 
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yang sangat berpengaruh bagi diri penulis. You are my everything..

10. Sefwitson S.H, M.H selaku mamak atau Om penulis yang sangat 

penulis kagumi dan menjadi panutan dalam kehidupan penulis. 
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